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Transaksi Pungli di Kantor Wali Kota

Fasilitas Komputer di PTSP Belum Terkoneksi Internet

JAKARTA, KOMPAS — Upaya pemerintah untuk
mempermudah perizinan melalui Pelayanan
Terpadu Satu Pintu masih direcoki beragam
kekurangan. Selain fasilitas belum memadai, praktik
pungutan liar dalam proses pengurusan perizinan
terus terjadi. Transaksi pungli bahkan dilakukan di
toilet kantor salah satu wali kota di Jakarta.

Adanya pungli dalam proses
perizinan dialami RI (43) yang
sedang mengurus surat izin usa-
ha perdagangan (SIUP) kantor di
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) Jakarta Utara. Karyawan_

swasta ini harus mengeluarkan
uang Rp 200000 untuk mengu-
rus izin yang seharusnya gratis.
“Seminggu yang lalu saya
mengurus selalu ada yang salah.
Katanya neraca perusahaan sa-
lah, diubah juga masih salah. Se-
telah ngasih ’pelicin’, langsung
bisa keluar. Padahal, neraca yang

dimaksud sama dengan sebelum- -

nya,” kata RI, Kamis (9/4).

Nilai sebesar Rp 200,000 itu
merupakan inisiatif dari RT dan
perusahaannya. Oknum petugas
tidak mematok harga. Uang di-
berikan kepada oknum, pegawai
di toilet kantor yang berada di
lingkungan kantor Wali Kota Ja-

. karta Utara tersebut.

Pelayanan izin di kantor ini
memang belum sepenuhnya di-
lakukan secara daring. Padahal,
seharusnya perizinan SIUP wajib
dilakukan secara elektronik un-
tuk memperkecil praktik pungli.

Kepala PTSP Jakarta Utara
Johan Girsang mengakui jika
praktik pungli dilakukan oknum
bawahannya. “Informasi yang sa-
va terima, ada yang mencatut
nama saya dan meniinta sampai
Rp 1,5 juta untuk satu izin. Tentu
hal ini akan ditindaklanjuti. Kami
telah berupaya mempersempit
ruang gerak mereka, tetapi masih
saja ada yang berani nakal”
katanya.

Di PTSP ini terdapat total 519
jenis layanan. Setiap hari, ],U.l'ﬂldh
berkas yang masuk mencapai 130
surat. Dari jumlah itu, menuru
Johan, yang terbesar adalah
pengurusan SIUP dan tanda daf-

Sub Bagian Hukum dan Humas

tar perusahaan (’I‘DP); Banyak-
nya pengurusan STUP dan TDP

terkait dengan banyaknya per-

usahaan dan pergudangan di wi-
layah Jakarta Utara
Belum terkoneksi :

Di Kelurahan Pondok Pinang,
belum semua komputer tersam-
bung koneksi internet. Alat fo-
tokopi dan pemindai juga belum
tersedia. Iska, staf pelayanan PT-
SP Kelurahan Pondok Pinang,
menuturkan, pelaksanaan PTSP
belum efektif berjalan karena
pengurugan perizinan belum bisa
dilakukan online. Warga yang
mengurus perizinan harus me-
masukkan data secara manual.

"Setiap hari petugas merekap
data yang masuk. Data dilapor-
kan ke instansi terkait tiap akhir
bulan,” katanya, kemarin.

Meski pelaksanaan PTSP be-
lum sempurna, Aryo (26), warga
Pondok Pinang, mengatakan, pe-
layanan sudah lebih? baik diban-
dingkan beberdpa tahun lalu.
"Mulai tingkat RT, RW, kelu-
rahan, dan kecamatan tidak ada
lagi pungli. Pelayanan cepat,” ka-
ta karyawan swasta itu.

Di kantor Kelurahan Pondok
Pinang, sejumlah pelayanan ad-
ministrasi yang awalnya tak bisa
dilakukan di kantor kelurahan,
seperti perpanjangan sertifikat
makam, sudah dapat dilaksana-
kan di sana. Namun, karena kan-
tor kelurahan tidak memiliki me-
sin pembayaran autodebel, warga
harus membayar perpanjangan
sertifikat makam di kantor ke-

' camatan

Lurah Pondok Pinang Iwan K
Santoso berharap ada mesin
pembayaran online yang dipa-
sang di kantor kelurahan untuk
mempermudah dan memperce-

- pat pelayanan,

Menurut Kepala Dinas Sosial
DKI Jakarta Masrokhan, masuk-
an dari lurah akan disampaikan
ke Sekretaris Daerah DKI Ja-
karta. Pada Rabu (8/4), Masro- |
khan mengecdk PTSP di lima

kelurahan, yaitu Sunter, Cipulir,

Kebayoran Lama Selatan, Grogol
Utara, dan Pondok Pinang. Me-
nurut dia, pengecekan itu sesuai
instruksi Gubernur DKI Jakarta
yang meminta seluruh unsur sa-
tuan kerja perangkat daerah me+
mantati pelaksanaan PTSP.
Menurut dia, setiap kelurahan
memiliki hambatan berbeda ter-

' kait pelaksanaan PTSP. *Umum-

nya terkait sarana-prasarana dan
ruangan kantor kelurahan yang
terlalu kecil,” ujarnya.

Kepala Badan Pengelola Ke-
uangan dan Aset Daerah DKI
Jakarta Heru Budi Hartono
mengatakan, khusus kantor PT-
SP tingkat kecamatan, infra-
struktur pelayanan telah mema-
dai. DKI menargetkan pemba-
ngunan 20-30 kantor pelayanan
di tingkat kelurahan tahun ini,
khususnya penambahan mesin
ATM Bank DKI. |
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